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The practice of money games is growing with various schemes, 
especially in illegal investments that are detrimental to the 
community, the settlement ofpractices is money game with ponzi 
schemes often neglected, such as in the dispute Tiktok E-Cash. 
Indonesia as a state of law must implement the components of law 
enforcement properly in order to provide legal certainty in society. 
This study aims to determine law enforcement againstpractices 
money game in illegal investments in the Tiktok E-Cash in Indonesia 
and dispute resolution againstpractices money game in illegal 
investments in the Tiktok E-Cash in Indonesia. The method used is 
descriptive analytical with a normative juridical approach. The 
research was conducted through a literature study of secondary data 
consisting of primary legal materials, secondary legal materials and 
tertiary legal materials. All data studied were analyzed qualitatively 
juridically. The results of the study state that law enforcement against 
the practice of money games in illegal investments Tiktok E-Cash can 
be carried out through legal substance in Article 378 of the Criminal 
Code and Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law, the active role of 
the legal structure and changing the legal culture of the community. 
Settlement of disputes regarding the practice of money games in 
illegal investments Tiktok E-Cash can be made through complaints to 
the OJK or complaints through the Police for fraudulent acts and 




Investasi Ilegal, Money 
Game, Skema Ponzi 
Praktik money game semakin berkembang dengan berbagai skema 
khususnya dalam investasi ilegal yang merugikan masyarakat, 
penyelesaian terhadap praktik money game dengan skema ponzi 
sering terabaikan, seperti pada sengketa Tiktok E-Cash. Indonesia 
sebagai negara hukum harus melaksanakan komponen-komponen 
penegakan hukum dengan baik guna memberikan kepastian hukum 
dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penegakan hukum terhadap praktik money game dalam investasi 
ilegal pada aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia dan penyelesaian 
sengketa terhadap praktik money game dalam investasi ilegal pada 
aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. Metode yang digunakan bersifat 
deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian 
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dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Seluruh data yang dikaji dianalisis secara yuridis 
kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum 
terhadap praktik money game dalam investasi ilegal Tiktok E-Cash 
dapat dilakukan melalui substansi hukum dalam Pasal 378 KUHP 
dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE, peran aktif struktur 
hukum dan mengubah budaya hukum masyarakat. Penyelesaian 
sengketa terhadap praktik money game dalam investasi ilegal Tiktok 
E-Cash dapat dilakukan melalui pengaduan kepada OJK atau 
pengaduan melalui Kepolisian atas tindakan penipuan dan 
menyebar¬kan berita bohong dalam transaksi elektronik. 
© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions 




Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan informasi sangatlah 
berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
terkait statistik pengguna internet di Indonesia secara spesifik pada tenggang 
waktu 2019-2020 terdapat sejumlah 196.71 juta jiwa pengguna internet yang 
jumlahnya meningkat sebesar 8,9% menjadi 266.91 juta jiwa pengguna.1 Hal ini 
memberikan kabar baik bahwa Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan 
ekonomi digital yang berkembang. 
Jangkauan internet yang sangat luas dan tidak terbatas memberikan banyak 
manfaat dalam kehidupan,1 salah satunya dalam bidang bisnis investasi yang saat 
ini semakin diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI) tercatat bahwa jumlah investor sepanjang tahun 
2020 terus mengalami pertumbuhan hingga Juli 2020 investor pasar modal 
mencapai 3,02 juta investor, data jumlah investor Pasar Modal di Indonesia 
mengalami peningkatan sebesar 21,66% dibandingkan dengan tahun 2019. 
Perkembangan teknologi memudahkan akses transaksi dan pengelolaan 
keuangan secara daring, sehingga investasi dapat dilakukan dengan mudah, 
semua orang dapat mencari informasi yang diperlukan setiap saat hanya dengan 
menggunakan ponsel pintar. Sebelum internet dapat dimanfaatkan dengan baik, 
proses berinvestasi memerlukan waktu yang panjang, karena seseorang yang 
hendak berinvestasi wajib mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan 
melalui perusahaan sekuritas.2 Namun saat ini semua orang dapat mengunggah 
                                                     
1  Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis 
Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum 
Pancasila”, Res Nullius Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 162. 
2  Sekuritas adalah bukti utang atau bukti pernyataan modal, seperti saham, obligasi, wesel, 
sertifikat, dan deposito atau surat berharga. Lihat Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1288. 
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dan mengakses berbagai dokumen yang diperlukan secara daring sehingga me-
mudahkan setiap orang untuk melakukan investasi dengan mudah dan praktis. 
Sayangnya, kemunculan investasi daring sering disalahgunakan oleh pihak yang 
tidak bertanggungjawab dengan menawarkan sejumlah keuntungan yang besar 
tetapi prosesnya tidak logis dan berakhir penipuan. Pelaku investasi palsu berasal 
dari perusahaan-perusahaan ilegal yang tidak jelas dan tidak terdaftar dalam 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Berdasarkan data yang dirilis OJK pada siaran pers 29 Januari 2021 di 
Jakarta, Tim Satgas Waspada Investasi menyatakan sejak Desember 2020 sampai 
awal Januari 2021 menemukan 1333 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 14 
kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat dalam pena-
waran investasi tak berizin. Sebelumnya pada September 2020 Satgas Waspada 
Investasi juga menemukan sebanyak 32 investasi ilegal.3 
Investasi ilegal umumnya memberikan penawaran kepada masyarakat untuk 
menyerahkan sejumlah uang sebagai penanaman modal atau modal awal investasi, 
dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan tidak jelas 
pengelolaan dananya, investasi tersebut merupakan praktik money game atau 
perputaran uang yang bertujuan untuk menguasai uang milik seluruh investornya. 
Praktik money game dilarang karena menggunakan berbagai skema, seperti 
skema ponzi, skema piramida dan MLM palsu. Cara kerjanya dilakukan dengan 
membayar keuntungan kepada peserta dari modal awal milik anggota yang baru 
bergabung, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang 
dilakukan perusahaan. Selanjutnya, peserta yang lebih dahulu bergabung akan 
mendapatkan bonus apabila berhasil mengajak orang lain untuk bergabung. 
Skema ini akan hancur saat tidak ada lagi peserta baru yang ikut serta, karena 
pelaku usaha investasi ilegal ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar 
bonus dan keuntungan kepada pesertanya. Akibatnya, peserta yang baru ber-
sgabung dalam investasi ilegal ini akan mengalami kerugian atau kehilangan dana 
yang diinvestasikannya karena pada praktiknya dalam investasi ini tidak ada 
kegiatan bisnis yang nyata untuk mengelola dan menopang pembayaran 
keuntungan kepada anggotanya.4 
Namun demikian praktik money game dalam investasi ilegal terus ber-
kembang dengan berbagai cara dan semakin marak terjadi di Indonesia. Seperti 
pada sebuah platform yang saat ini ramai diperbincangkan sebagai platform yang 
dapat menghasilkan uang dengan cara yang mudah, aplikasi Tiktok E-Cash. 
Aplikasi tersebut menawarkan keuntungan kepada penggunanya untuk men-
dapatkan uang secara daring dengan cara yang mudah. Pengguna akan menda-
                                                     
3  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Survey APJII 2019-2020 (Q2)”, 
https://apjii.or.id/survei2019x/download/BtSmXfgzi5Z74dycMONGVp3lv02CAb/[diakses 
pada1 Maret 2021 Pukul 22:06 WIB] 
4  A Ziaul Assad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam 
Investasi Bodong”, Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, 2017, hlm. 91. 
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patkan uang apabila membeli sejumlah paket keanggotaan dengan harga yang 
beragam, mengikuti akun, menonton dan memberikan like kepada video yang 
telah disediakan pada aplikasi Tiktok. 
Lebih dari 500.000 orang berhasil bergabung dan menyerahkan uangnya 
untuk membeli paket keanggotaan Tiktok E-Cash dengan harapan akan men-
dapatkan keuntungan yang berlimpah, namun sejatinya Tiktok E-Cash menyem-
bunyikan risiko yang sangat besar karena tidak diketahui sumber pengelolaan 
dananya, tidak memiliki izin badan hukum dan tidak terdaftar di OJK, tidak 
berafiliasi dengan Tiktok Official dan dalam menjalankan kegiatan usahanya 
melakukan praktik money game dengan skema ponzi. 
OJK sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan peng-
awasan terhadap risiko pembiayaan dalam investasi ilegal telah melakukan 
penyidikan pada Tiktok E-Cash, dengan hasil penyidikan bahwa Tiktok E-Cash 
telah melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum karena telah 
melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi 
tanpa izin, sehingga pada 2 Februari 2021 OJK bekerja sama dengan Kemen-
terian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir situs tiktokecash.com 
dan aplikasi Tiktok E-Cash.5 Sejak saat itu, Tiktok E-Cash menghilang, pelaku 
usaha Tiktok E-Cash juga tidak diketahui siapa identitasnya dan dimana kegiatan 
usahanya berlangsung. Pelaku usaha Tiktok E-Cash tidak bertanggung jawab dan 
membawa seluruh uang investornya. Banyak ditemukan laporan kerugian yang 
diderita oleh seluruh pengguna yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para 
pengguna Tiktok E-Cash mengeluhkan tidak lagi mendapatkan keuntungan yang 
seharusnya dibayarkan oleh Tiktok E-Cash dan para pengguna juga kehilanganan 
seluruh uang yang telah diserahkan sebagai modal awal untuk membeli paket 
keanggotaan. Kerugian yang dialami pengguna Tiktok E-Cash jumlahnya 
beragam, dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah.6 
Sengketa Tiktok E-Cash menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk 
melakukan investasi daring, karena di Indonesia seringkali ditemukan investasi 
yang melakukan penipuan, hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan 
sebab investasi daring memiliki risiko yang sangat tinggi, selain itu penyelesaian 
hukum terhadap praktik money game di Indonesia sering terabaikan. 
Ketentuan mengenai praktik money game dengan skema ponzi di Indonesia 
belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus, tetapi terdapat berbagai 
regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar guna menyelesaikan sengketa 
investasi ilegal dengan praktik money game di Indonesia, seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 
                                                     
5  Leski Rizkinaswara, “Pemblokiran Aplikasi Tiktok Cash dan Vtube”, 2021, 
https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-aplikasi-tiktok-cash-dan-vtube/[diakses pada 
27 Februari 2021 Pukul 16:00 WIB] 
6  Detiknet, “Tergoda Tiktok Cash, Ada yang Rugi Rp. 29 Juta”, 2021, https://inet.detik.com/law-
and-policy/d- 5379245/tergoda-tiktok-cash-ada-yang-rugi-rp-29-juta?single=1/[diakses pada 27 
Februari 2021 Pukul 16:50 WIB] 
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Modal, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, sudah seharusnya 
penegakan hukum berjalan dengan baik guna memberikan kepastian hukum 
dalam masyarakat agar terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyar-
akat, karena itu sengketa money game dengan berbagai skema pada investasi ilegal 
di Indonesia tidak terulang kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana penegakan 
hukum terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam sengketa 
investasi ilegal pada aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia dan bagaimana 
penyelesaian sengketa terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam 
investasi ilegal pada aplikasi Tiktok E- Cash di Indonesia. 
 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis 
dengan mendeskripsikan secara lengkap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di 
dalam masyarakat.7 Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan 
penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan 
melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti dokumen-dokumen dari bahan 
pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi 
pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak 
maupun media elektronik, karya tulis ilmiah dan bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan materi yang akan dibahas pada penelitian ini.. Selanjutnya, 
seluruh data yang dikaji dianalisis secara yuridis kualitatif. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam 
Sengketa Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia 
Investasi ilegal merupakan investasi yang tidak memiliki izin, cenderung 
memiliki risiko yang besar untuk menipu investornya atau dikenal sebagai suatu 
penipuan karena pada praktiknya tidak ada kegiatan investasi yang dilakukan, 
investasi tersebut hanyalah permainan uang atau money game menggunakan 
skema tertentu untuk menutupi tujuan pelaku sebenarnya yaitu melakukan 
penipuan kepada para investornya. 
Menurut Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 
(DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung 
Berjenjang Syari’ah (PLBS), pada ketetapan pertama ayat 9 disebutkan bahwa 
                                                     
7  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 
30. 
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money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan 
uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran Mitra 
Usaha yang baru bergabung, dana yang dihasilkan bukanlah hasil penjualan 
produk, karena produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak 
mempunyai mutu dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.8 Money 
game diartikan sebagai permainan uang, penggandaan uang atau permainan uang 
sebagai suatu persamaran yang dilakukan perusahaan agar menutupi niat 
jahatnya untuk mengambil uang masyarakat sebanyak-banyaknya secara ilegal. 
Skema yang digunakan dalam praktik money game biasanya terdiri dari dua 
skema yang berbeda, yakni skema piramida dan skema ponzi. Perbedaan diantara 
keduanya, pada investasi money game yang menggunakan skema piramida terdapat 
produk yang harus dibeli oleh para investornya sebagai syarat keanggotaan, produk 
tersebut cenderung dijual dengan harga yang mahal tetapi tidak memiliki manfaat 
dan produk tersebut hanya digunakan untuk menyamarkan penipuan, selain itu para 
investornya diwajibkan mengajak anggota baru untuk bergabung sebanyak-
banyaknya,9 sementara pada investasi money game yang menggunakan skema ponzi, 
tidak terdapat produk yang harus dibeli dan tidak diwajibkan untuk mengajak 
anggota baru untuk bergabung, namun para investornya diwajibkan menginves-
tasikan uangnya dalam paket keanggotaan yang harganya beragam dan meyakinkan 
investornya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang besar secara 
terus-menerus.10 Skema piramida dengan skema ponzi memiliki persamaan, karena 
kedua skema tersebut mendorong orang-orang untuk bergabung agar mendapatkan 
uang, dengan cara mengajak orang baru secara terus menerus untuk bergabung agar 
membeli paket keanggotaan.11 
Selain skema ponzi dan skema piramida, dalam praktik money game juga sering 
ditemukan sistem pemasaran berjenjang atau multi level marketing (MLM) yaitu sistem 
pemasaran berjenjang yang dilakukan melalui jaringan distribusi dimana pelanggan 
atau konsumen berkedudukan sebagai tenaga pemasaran dengan metode pemasaran 
yang memanfaatkan jaringan kerja sama.12 Dalam sistem pemasaran MLM, tenaga 
pemasaran tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang ia 
peroleh, melainkan memperoleh keuntungan lain dari hasil 13penjualan yang 
dilakukan oleh para tenaga pemasaran lain yang sebelumnya ia ajak untuk 
bergabung dan kedudukannya berada di bawah tingkatnya. Hanya saja, MLM yang 
                                                     
8  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman 
Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah 
9  James Walsh, You Can’t Cheat an Honest Man: How Ponzi Schemes and Pyramid Frauds Work…and 
Why The’re More Common Than Ever, Los Angeles: Silver Lake Publishing, 2003, hlm. 11. 
10  Collen Cross, Anatomy of a Ponzi Scams and Preset, Slice Publishing, 2013, hlm. 12. 
11  James Walsh, Op.Cit., hlm. 76. 
12  Agus Marimin, “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam”, Jurnal 
Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 106. 
13  Mufti Afif, “Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau dalam Hukum 
Ekonomi Syariah”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 137 
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terdapat dalam praktik money game adalah MLM palsu yaitu jaringan pemasaran 
terlarang yang menerapkan sistem MLM samaran, dengan mendapatkan 
keuntungan dana dari hasil dari modal pendaftaran anggota yang baru bergabung. 
Pada perusahaan MLM palsu, para anggotanya dibayar berdasarkan jumlah 
banyaknya pendaftaran anggota yang baru bergabung. Sama seperti skema piramida 
dan skema ponzi, MLM palsu juga tidak memiliki izin usaha dan dilarang oleh 
berbagai negara.14 
Perusahaan money game umumnya menawarkan kerja sama dalam bisnisnya 
dengan tawaran keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat. 
Keuntungan yang ditawarkan perusahaan tersebut biasanya melebihi 20% 
perbulannya, sehingga banyak orang yang tertarik menginvestasikan uangnya 
pada perusahaan tersebut, namun pada akhirnya mengalami kerugian.15 Investasi 
ilegal dengan praktik money game juga marak ditemukan dalam investasi daring, 
seperti investasi emas, forex, saham dan lain sebagainya.16 Beberapa sengketa 
investasi ilegal dengan praktik money game yang pernah terjadi di Indonesia 
diantaranya pada sengketa: VTube, Alimama Palsu, JD Union 888, Qurnia 
Subur Alam Raya (QSAR), Amanah Bersama Ummat (ABU), Save Our Trade, 
Solusi Balad Lumampah, YAKM (Yusuf Ongkowijoyo), Adess Sumber Hidup 
Dinamika (Add Farm), IBIST, KEBUN, Investasi Burung Onta, Arisan 
Danasonic, Langrose, Pentagono, Banyumas Mulia Abadi (BMA), Pomas, PT 
Arthamulia Eraksa dan sengketa-sengketa lainnya. 
Skema ponzi atau permainan uang dalam investasi merupakan skema yang 
dipopulerkan oleh seorang penipu ulung bernama Charles Ponzi atau Carlo 
Pietro Giovanni Ponzi. Awalnya Ponzi membentuk perusahaan bernama 
Securities Exchange Company dengan menawarkan keuntungan sebesar 50% dari 
setiap investasi yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Untuk meyakinkan 
para investor, Ponzi menyatakan bahwa ia menginvestasikan dana milik 
investornya untuk membeli Kupon Pos Internasional dan mengonversikan 
nilainya dengan dolar AS.17 Sejatinya bisnis investasi tersebut merupakan 
investasi palsu yang melakukan penipuan kepada investornya sebab Ponzi dalam 
menjalankan bisnisnya menggunakan skema yang sebenarnya tidak melahirkan 
keuntungan secara nyata. Praktik money game dengan skema ponzi pada investasi 
sengaja dilakukan guna memanfaatkan uang milik investor baru untuk mem-
bayar profit kepada investor yang telah lama bergabung.18 
                                                     
14  Ridwan, Sikap, “Subyektif Normal dan Pengendalian Diri untuk Terhadap Kinerja Agen 
Pemasaran Produk Hartal Mart”, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 3, 
No. 2, 2019, hlm. 165. 
15  R. Serfianto D Purnomo (et.al), Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid, Jakarta: PT 
Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 6. 
16  Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Bandung: CV Keni Media, 
2017, hlm. 57 
17  R. Serfianto D Purnomo, Op.Cit., hlm. 81. 
18  Mitchell Zuckoff, Ponzi’s Scheme: The True Story of a Financial Legend, United Kingdom: Random 
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Skema ponzi adalah skema investasi palsu dengan praktik money game yang 
menjanjikan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat. Para investor 
tertarik untuk bergabung karena diiming-imingi akan memperoleh keuntungan 
yang fantastis. Padahal kenyataannya, pengembalian dana yang akan dibayarkan 
kepada investor merupakan hasil yang diperoleh dari dana investor lain yang 
baru bergabung. Skema investasi palsu ini, akan terus berjalan selama terdapat 
aliran dana yang berasal dari investor baru. Bagian terpenting dalam skema 
ponzi adalah meyakinkan investor yang sudah bergabung telah lama untuk terus 
menginvestasikan kembali uang yang mereka peroleh atau meyakinkan investor 
lama untuk terus berkontribusi lebih banyak lagi. 
Seiring berkembangnya zaman, praktik money game dengan skema ponzi 
cukup sulit dikenali, karena skema ini terus berkembang dengan berbagai tipu 
daya yang bervariasi untuk menarik minat para calon investor. Namun, ciri 
utama skema ponzi dapat terlihat pada bujukan terhadap pengembalian investasi 
dengan profit yang tinggi dalam waktu singkat.19 
Praktik money game dengan skema ponzi dalam investasi ilegal sudah marak 
terjadi di Indonesia, namun sayangnya Pemerintah dan DPR RI belum menang-
gapinya dengan menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur tentang 
money game, seringkali kasus serupa terulang kembali di Indonesia dan merugikan 
masyarakat sebagai korbannya. Hingga saat ini praktik money game dengan skema 
ponzi di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang dengan berbagai cara yang 
bervariatif untuk menipu para investornya, seperti pada investasi ilegal Tiktok E-
Cash. 
Tiktok E-Cash adalah sebuah situs yang menawarkan program investasi 
dengan mudah. Tiktok E-Cash sering melakukan pemasaran atau iklan melalui 
berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp dan lain 
sebagainya. Investasi yang ditawarkan Tiktok E-Cash merupakan investasi palsu, 
karena pada kenyataannya tidak ada investasi yang dilakukan di dalamnya. 
Keuntungan yang didapatkan Tiktok E-Cash diperoleh dari uang keanggotaan 
para penggunanya. Tiktok E-Cash pertama kali beroperasi pada Desember 2020 
melalui domain tiktokecash.com yang dibuat dengan register domain Godaddy. 
Awalnya pada saat beroperasi, tampilan beranda pada domain tiktokecash.com 
masih menggunakan bahasa China. Namun seiring berkembangnya waktu, 
banyak pengguna youtube yang mengulas investasi pada situs tiktokecash.com.20 
sehingga, masyarakat mulai tertarik dengan investasi yang ditawarkan, karena 
dapat dilakukan dengan mudah, oleh siapa saja dimanapun dan kapanpun. Selain 
itu, keuntungan yang ditawarkan sangat besar sehingga masyarakat tertarik untuk 
bergabung dalam investasi tersebut. Masyarakat mengira bahwa Tiktok E-Cash 
                                                                                                                                         
House, 2005, hlm. 37. 
19  Collen Cross, Op.Cit., hlm. 13 
20  Unknown, “Tiktok Cash Terdaftar di OJK? Ini Penjelasannya”, 2021, 
https://bungdus.com/tiktok-cash- terdaftar-di-ojk-ini-penjelasannya/[diakses pada 30 Juni 2021 
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adalah bagian dari perusahaan Tiktok Official yang telah beroperasi sejak 
September 2016. Tiktok Official yaitu sebuah jejaring sosial media untuk 
membuat dan melihat berbagai video pendek yang sangat popular di media 
sosial, sejatinya Tiktok Official telah memiliki izin beroperasi di Indonesia 
sementara Tiktok E-Cash tidak memiliki izin beroperasi. Tiktok Official juga 
tidak berafiliasi atau bekerja sama dengan Tiktok E-Cash. 
Pada situs Tiktok E-Cash yang ditemukan pada domain tiktokecash.com 
menyatakan bahwa situsnya telah terhubung dengan para selebriti di internet 
yang ingin memiliki banyak penonton dan pengikut, sehingga Tiktok E-Cash 
akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat dibagikan kepada para 
penggunanya. Sejatinya tidak ada kegiatan ekonomi, hal tesebut hanya sebagai 
dalih dalam melaksanakan penipuan. Keuntungan dan bonus yang diperoleh 
anggotanya diperoleh dari uang keanggotaan yang dibayarkan oleh setiap 
anggotanya. 
Setiap pengguna yang akan bergabung menjadi anggota Tiktok E-Cash 
harus melakukan mekanisme sebagai berikut: a) Pengguna harus mengunduh 
dan memasang aplikasi Tiktok E-Cash melalui tautan khusus yang telah 
disediakan pada situs tiktokecash.com, karena aplikasi Tiktok E-Cash tidak 
tersedia di playstore maupun appstore. B) Selanjutnya pengguna harus mendaftar-
kan akun ke aplikasi Tiktok E-Cash dengan memasukkan kode referral. C) 
Setelah mendaftarkan akun, pengguna harus membeli paket keanggotaan Tiktok 
E-Cash dengan harga yang beragam. Paket keanggotaan yang ditawarkan 
memiliki level, tugas dan keuntungan yang berbeda-beda sebagai berikut: 1) 
Paket anggota magang dengan harga penjualan Rp.0 atau gratis dan masa 
berlaku 1 hari. 2) Paket pekerja sementara dengan harga penjualan Rp.89.000 
dan masa berlaku 8 hari. 3) Paket karyawan dengan harga penjualan Rp.499.000 
dan masa berlaku 365 hari. 3) Paket pemimpin grup dengan harga penjualan 
Rp.1.599.000 dan masa berlaku 365 hari. 4) Paket pengawas dengan harga 
penjualan Rp.4.999.000 dan masa berlaku 365 hari 
Tiktok E-Cash menjanjikan bahwa semakin mahal paket keanggotaan yang 
dimiliki oleh pengguna, maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. 
Pertama, Pengguna yang telah memiliki paket keanggotaan harus menyelesaikan 
tugas harian yang telah diberikan oleh Tiktok E-Cash. Tugas yang diberikan berupa 
perintah untuk mengikuti akun, menonton dan memberikan like kepada video yang 
telah disediakan pada aplikasi Tiktok. Apabila penggunanya telah menyelesaikan 
tugasnya, maka pengguna harus mengumpulkan bukti berupa hasil tangkapan layar 
atas tugas-tugas yang telah diselesaikannya, selanjutnya pengguna akan mendapatkan 
uang berupa saldo pada akun Tiktok yang dapat dipindahkan melalui rekening bank 
yang dimiliki pengguna. Dalam menjalankan tugas harian, para penggunanya akan 
mendapatkan sejumlah uang sesuai paket keanggotaan yang dibeli. Misalnya, 
anggota pekerja sementara dengan harga paket keanggotaan Rp.89.000/8 hari maka 
akan mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp.120.000 dalam jangka waktu 8 
hari dengan keuntungan 34% jika pengguna menyelesaikan semua tugas hariannya. 
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Sementara itu yang lebih menariknya lagi, pengguna yang membeli paket 
keanggotaan level pengawas dengan harga paket keanggotaan Rp.4.999.000/365 hari 
dijanjikan akan mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp.115.451.000 dalam 
jangka waktu 365 hari atau 1 tahun dengan keuntungan sebesar 2209% yang 
tentunya sangat menarik bagi banyak orang. Kedua, Selain tugas harian, pengguna 
akan mendapatkan tambahan komisi apabila mengajak atau mengundang orang lain 
untuk menjadi pengguna Tiktok E-Cash, selanjutnya pengguna yang diundang 
tersebut juga harus membeli paket keanggotaan. 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Tiktok E-Cash melakukan 
perputaran uang atau money game dengan cara memberikan pengembalian dana 
yang diperoleh dari dana pengguna lain yang baru bergabung dan membeli paket 
keanggotaan, menawarkan keuntungan tambahan kepada pengguna yang 
berhasil mengajak orang lain untuk bergabung, dengan tujuan agar Tiktok E-
Cash dapat mempertahankan kegiatan usahanya, karena apabila tidak ada lagi 
orang yang bergabung, maka investasi palsu yang dilakukan Tiktok E-Cash akan 
runtuh. Perputaran uang yang dilakukan Tiktok E-Cash dengan cara-cara 
tersebut merupakan praktik money game dengan skema ponzi. 
Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya 
agar tercipta ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyara-
kat.21 Penegakan hukum diterapkan untuk mewujudukan tujuan hukum salah 
satunya memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga, 
agar kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan baik, maka harus dilaksana-
kan pula hukumnya. Penegakan hukum sebagai upaya menyelenggarakan fungsi 
norma-norma hukum secara nyata yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.22 
Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman memiliki komponen-
komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam 
masyarakat, komponen-komponen tersebut terdiri dari substansi hukum, 
struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.23 Sehingga penegakan terhadap 
praktik money game dalam investasi ilegal pada aplikasi Tiktok E-Cash dapat 
dilakukan melalui: 
Substansi Hukum. Substansi hukum merupakan materi hukum yang 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pada 
sengketa investasi ilegal yang dilakukan Tiktok E-Cash dapat menggunakan 
materi hukum yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, sebagai berikut: 
                                                     
21  Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015, 
hlm.9. 
22  Sudjana, “Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan 
TRIPS- WTO”, Res Nullius Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 143. 
23  Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An 
Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tiktok E-Cash dalam 
menjalankan kegiatan usahanya, melakukan penipuan dengan membujuk 
masyarakat agar bergabung dan menginvestasikan sejumlah uangnya dengan 
janji akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang besar, sejatinya tidak ada 
keuntungan yang dihasilkan secara nyata, melainkan pelaku usaha melakukan 
perputaran uang milik pengguna tanpa izin dengan tujuan untuk memperkaya 
diri sendiri dengan memanfaatkan kepopuleran Tiktok di masyarakat. Tindak 
pidana penipuan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang 
berbunyi:24 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau 
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 
karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, 
dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 
empat tahun.” 
Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa penipuan sejatinya 
tidaklah menggunakan paksaan melainkan menggunakan tipu muslihat agar 
orang lain dapat terpengaruh dan bertindak tanpa kesadaran sepenuhnya.25 
Adapun tindak pidana penipuan money game dengan skema ponzi yang dilakukan 
oleh Tiktok E-Cash dapat dibuktikan dengan unsur-unsur dalam Pasal 378 
KUHP sebagai berikut: 
Unsur “barang siapa”. Barang siapa adalah siapa saja yang merupakan 
subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa 
pidana, sehingga subjek hukum dalam sengketa ini adalah Tiktok E-Cash. 
Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum” Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu 
perbuatan yang telah dilarang namun dikehendaki dan dilakukan oleh pelaku 
sehingga merugikan orang lain guna menberikan keuntungan kepada dirinya 
sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, melawan hukum yakni suatu tindakan 
yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam sengketa ini, Tiktok E-Cash 
telah melakukan perputaran uang milik seluruh penggunanya dengan 
menggunakan skema ponzi yang telah dilarang, selanjutnya Tiktok E-Cash 
sengaja meminta penggunanya untuk menginvestasikan uangnya melalui paket 
keanggotaan, namun saat ini Tiktok E- Cash menghilang secara tiba-tiba dengan 
membawa ratusan juta uang milik korban. 
Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat 
ataupun rangkaian kebohongan”.Perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara 
                                                     
24  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
25  Harizan, “Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan 
Perbankan Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 94. 
Jurnal Pemuliaan Hukum 
Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), pp. 95-116, doi: 10.30999/jph.v3i2.1442 
 
106 
menipu disertai serangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun 
sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan menyebabkan 
orang lain percaya. Dalam sengketa ini, Tiktok E-Cash sengaja memanfaatkan 
kepopuleran nama Tiktok untuk menipu masyarkat dan membujuk pengguna 
untuk menginvestasikan uangnya sebesar mungkin agar mendapatkan 
keuntungan yang berlimpah, salah satunya pengguna yang telah menginvestasi-
kan uangnya untuk membeli paket level pengawas dengan harga Rp.4.999.000 
dijanjikan akan mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp.115.451.000 dalam 
jangka 1 tahun dengan keuntungan sebesar 2209%. Tiktok E-Cash sengaja 
melakukan tipu muslihat, karena sejatinya saat ini belum ada pengguna yang 
mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang dijanjikan, bahkan saat ini para 
pengguna kehilangan uang yang telah diinvestasikan pada Tiktok E-Cash. Tipu 
muslihat tersebut sengaja dilakukan sebagai rangkaian kebohongan dengan 
tujuan dapat menarik masyarakat untuk bergabung dan menginvestasikan 
sejumlah uang dalam paket keanggotaan Tiktok E-Cash. 
Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya 
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam sengketa 
ini, Tiktok E-Cash sengaja menggerakkan seluruh pengguna agar mengajak orang 
lain bergabung dan membeli paket keanggotaan, dengan bujukan akan 
mendapatkan keuntungan tambahan. Namun sejatinya hal tersebut dilakukan 
agar dapat mempertahankan kegiatan usahanya, karena apabila tidak ada lagi 
orang yang bergabung, maka investasi palsu yang dilakukan Tiktok E-Cash akan 
runtuh. Seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh seluruh 
tindakan penipuan yang dilakukan Tiktok E-Cash, namun sayangnya dalam Pasal 
378 KUHP sanksi pidana bagi pelaku usaha Tiktok E-Cash hanya diancam 
maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE). Tiktok E-Cash dalam menjalankan kegiatan usahanya telah 
menyebarkan suatu kebohongan dengan membujuk masyarakat untuk 
bergabung agar membeli sejumlah paket keanggotaan melalui situs Tiktok E-
Cash, selanjutnya para pengguna diberi janji akan mendapatkan pengembalian 
dana yang besar dengan cara menonton video, memberikan like, memberikan 
komentar dan mengikuti akun Tiktok. Sejatinya, cara-cara tersebut merupakan 
rangkaian kebohongan yang menyesatkan dengan tujuan agar pengguna tertarik 
untuk bergabung dan menyerahkan sejumlah uangnya, sehingga Tiktok E-Cash 
dapat menguasai uang milik seluruh pengguna. Tindakan pelaku usaha Tiktok E-
Cash yang telah menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian 
terhadap seluruh penggunanya diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:26 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik.” Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE terdapat delik 
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pidana perbuatan berita bohong dalam transaksi elektronik atau transaksi dalam 
situs daring, bukan delik terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong 
(hoaks) secara umum, sehingga agar tidak menimbulkan beberapa penafsiran 
dalam penerapannya, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan penjelasan 
Pasal 28 Ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman 
Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Undang-Undang ITE 
Tahun 2021):27 (1) Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini 
bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita 
bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong 
dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. (2) 
Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi 
pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, 
dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik. (3) Bentuk 
transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan 
konsumen atau pembeli. (3) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat 
dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force 
majeur. (4) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan delik materiil, 
sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan 
ditentukan nilainya. (5) Definisi "konsumen" Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
ITE mengacu pada Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. 
Delik yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE 
merupakan delik pidana secara materil yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam transaksi elektronik, pada sengketa ini pengguna Tiktok E-Cash 
berkedudukan sebagai konsumen dan Tiktok E-Cash berkedudukan sebagai 
pelaku usaha. Sehingga untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan Tiktok 
E-Cash terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dapat dibuktikan 
dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur “setiap orang”. Setiap orang yang melakukan pemberitaan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam sengketa ini pelaku 
usaha Tiktok E-Cash sengaja mempromosikan Tiktok E-Cash sebagai kegiatan 
usaha di bidang investasi yang berbasis daring melalui situs domain tiktok-
ecash.com dan aplikasi Tiktok E-Cash, sebagai suatu aplikasi yang dapat 
menghasilkan uang dengan cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum. 
Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dalam unsur ini terkandung niat 
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jahat dalam perbuatan yang dilakukan, Tiktok E-Cash sengaja membujuk 
masyarakat untuk menginvestasikan uangnya sebagai modal awal paket keanggo-
taan, dengan niat jahat agar pelaku usaha dapat menguasai uang milik seluruh 
pengguna Tiktok E-Cash. 
Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dalam rumusan 
unsur pasal ini terdapat kata “dan” yang mengandung arti bahwa kedua unsur 
yakni unsur “berita bohong” dan “menyesatkan” harus terpenuhi dalam pemi-
danaan. Sehingga, terlebih dahulu penulis akan membuktikan unsur “menyebar-
kan berita bohong” yaitu perbuatan menyebarkan berita yang tidak sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. Tiktok E-Cash sengaja menyebarkan berita 
bohong dengan menyatakan bahwa Tiktok E-Cash dapat menghasilkan uang 
dengan cara yang mudah dan cepat, pengguna akan mendapatkan pengembalian 
dana apabia menginvestasikan uangnya untuk membeli paket keanggotaan, 
contohnya pengguna yang membeli paket keanggotaan sebesar Rp.4.999.000 
akan mendapatkan pengembalian dana sebesar Rp.115.451.000 setiap tahunnya, 
Tiktok E-Cash juga menyebarkan kebohongan dengan menyatakan bahwa 
situsnya telah bekerja sama dengan para artis maupun tokoh terkenal, namun 
pada praktiknya tidak ada kerja sama dengan artis atau tokoh terkenal manapun, 
sejatinya cara-cara tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang menyesatkan 
karena nyatanya tidak ada pengguna yang mendapatkan pengembalian dana 
dengan jumlah tertera, cara-cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar peng-
guna tertarik untuk bergabung dan menyerahkan sejumlah uangnya. Selanjutnya 
penulis akan membuktikan unsur “menyesatkan” yaitu perbuatan yang menye-
babkan seseorang memiliki pandangan yang keliru. Tiktok E- Cash sengaja 
menarik simpati masyarakat untuk bergabung dengan serangkaian tipu muslihat 
untuk membujuk pengguna agar menginvestasikan uangnya sebanyak- banyak-
nya. Sejatinya cara-cara tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang 
menyesatkan karena menyebabkan orang memiliki pandangan yang keliru dan 
menyebabkan masyarakat ikut bergabung pada kegiatan usaha yang dijalankan 
Tiktok E-Cash. 
Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik”. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesat-
kan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak 
dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam 
transaksi elektronik.28 Tiktok E-Cash sengaja menghilang dan membawa uang 
milik seluruh penggunanya. Situs milik Tiktok E-Cash tidak dapat diakses oleh 
pengguna, sejumlah pengembalian dana yang seharusnya diperoleh pengguna 
tidak dibayarkan dan sejumlah uang milik pengguna yang digunakan untuk 
                                                     
28 I Nyoman Ngurah Suwarnatha, “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik”, 2019, 
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/hasil_diskusi/hasil-diskusi-[diakses pada 5 Agustus 2021 
Pukul 13:00 WIB  Elektronik”, 2019,  
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modal awal paket keanggotaan kini menghilang, sehingga berita bohong dan 
menyesatkan tersebut mengakibatkan kerugian bagi seluruh pengguna. 
Pembuktian seluruh unsur-unsur Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE 
telah terpenuhi oleh seluruh tindakan yang dilakukan Tiktok E-Cash. Sanksi 
pidana pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE diatur berdasarkan 
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. 
Struktur Hukum. Institusi, pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan 
aparat penegak hukum sebagai struktur hukum yang memiliki peran dalam 
melakukan penegakan hukum terhadap sengketa Tiktok E-Cash dapat dilakukan 
dengan dua cara sebagai berikutPeran struktur hukum dalam melakukan penega-
kan hukum terhadap sengketa Tiktok E-Cash dapat dilakukan melaui dua upaya 
sebagai berikut: 
Upaya represif. Dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna 
memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat untuk melakukan 
hal yang sama. Upaya represif dapat dilaksanakan dengan menindaklanjuti 
laporan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan Tiktok E- Cash dengan 
menggunakan instrumen hukum pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) 
Undang-Undang ITE. Namun dalam upaya represif seringkali terhambat karena 
masyarakat yang menjadi korban tidak melaporkan pelaku usaha kepada aparat 
kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan dari korban atau pengguna yang 
merasa dirugikan oleh Tiktok E-Cash sebagai barang bukti agar sengketa Tiktok 
E-Cash dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian. 
Upaya preventif. Terlaksananya lingkungan masyarakat yang adil dan 
makmur tidak hanya dapat dilakukan melalui revolusi politik, melainkan revolusi 
sosial agar dapat mengoreksi lingkungan sosial masyarakat.29 Sebagai pencegahan 
sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif dapat dilakukan dengan 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penipuan dalam investasi ilegal 
yang menerapkan money game dengan skema ponzi, melakukan pemberitaan pada 
berbagai media terhadap ciri-ciri dan bahaya investasi ilegal yang menerapkan 
money game dengan skema ponzi agar masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang 
skema ponzi dan mendapatkan pembelajaran sehingga tidak lagi mudah tertipu 
oleh investasi ilegal yang menawarkan keuntungan besar dengan cara yang 
mudah. 
Budaya Masyarakat. Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia 
terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, 
dihindari, atau disalahgunakan. Budaya masyarakat Indonesia yang umumnya 
mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah dan cepat haruslah diubah, 
masyarakat tidak boleh terperangkap oleh bujukan pelaku investasi ilegal yang 
menawarkan sejumlah keuntungan yang berlipat. Perlu adanya upaya pem-
belajaran dengan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat mengenai money game 
                                                     
29  Sayid Mohammad Rifqi Noval, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 63. 
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dengan skema ponzi yang direalisasikan dengan melibatkan berbagai komponen 
masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.30 
 
Penyelesaian Sengketa Terhadap Praktik Money Game dengan Skema 
Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia 
Pemberian pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan bertujuan 
untuk untuk menjaga ketertiban umum bukan untuk membalas kejahatan yang 
telah dilakukannya. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka 
penegak hukum harus mencari sanksi atau hukuman yang tepat agar dapat 
memperbaiki sikap dan perilaku pelaku kejahatan. Teori relatif menjunjung 
tinggi perlindungan terhadap masyarakat, termasuk pelaku itu sendiri karena 
merupakan bagian dari suatu masyarakat. 
Timbulnya sengketa dalam suatu peristiwa hukum memerlukan penyelesa-
ian yang dapat mencapai kemufakatan dan memberikan perlindungan hukum 
terhadap pihak yang dirugikan, mengingat Indonesia sebagai negara hukum yang 
memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan masyarakat, maka salah 
satu esensi dari perlindungan hukum yaitu memberikan respon terhadap 
pelanggaran hukum melalui penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa dalam praktik money game dengan skema ponzi pada 
Tiktok E-Cash di Indonesia menggunakan substansi hukum yang termuat dalam 
Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE, sebab Indonesia 
saat ini belum memiliki materi hukum khusus yang mengatur tentang praktik 
money game dengan skema ponzi. Sebagai perbandingan, penulis menggunakan 
pendekatan terhadap penyelesaian sengketa money game dengan skema ponzi pada 
beberapa negara yang termuat dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 1. 
Penyelesaian Sengketa Praktik Money Game dengan Skema Ponzi pada 
beberapa Negara 











laporan keuangan palsu 
dan membayar para 
investor dari Modal awal 
investor yang  baru 
bergabung 
Dihukum atas tindakan 
penipuan investasi 
berdasarkan Pasal 5(a), 5(c) 
dan 17 (a) The Securities Act 
of 1993 dan Pasal 10(b) dan 
10 (c) Securities Exchange 
Act of 1934 dengan hukuman 
penjara selama 5 tahun dan 
denda sebesar 
$13.000.000 dolar 
                                                     
30  Harizan, Op.Cit., hlm. 97 
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ternak dan ganja dengan 
janji keuntungan yang 
besar, namun  tidak ada 
kegiatan usaha 
peternakan dan ganja 
yang dijalankan. 
Dihukum atas tindakan 
penipuan berdasarkan Title 
18, United States Code, 
Section 981 (a) (1) (C) dan 
Title 28, United States Code, 
Section 2461 (c), dengan 
hukuman penjara selama 30 












dokumen palsu dan 
memberikan 
pengembalian dana 
investor dari modal awal 
milik investor yang baru 
bergabung 
Dihukum atas tindakan 
penipuan surat, penipuan 
skema ponzi dan pencucian 
uang berdasarkan Title 28, 
Code of Federal Regulations, 
Part. 9 dengan hukuman 










Dihukum atas tindakan 
penipuan dalam Undang- 
Undang Securities 
  terhadap penasihat 
investasi, penipuan 
skema ponzi, melakukan   
pencucian uang, 
membuat dokumen 
palsu dan mengambil 
dana milik 
investor 
Exchange Act of 1934, 
Investment Advisers Act of 
1940, Exchange And Rules   
204-(2)   dan 206-(2) dengan 










investasi  dalam 
pembiayaan 
perdagangan nikel fiktif, 
membayarkan 
keuntungan kepada 
investor dari modal awal 
milik investor Yang baru 
bergabung, sebagaian 
dana  milik investor 
dialirkan ke berbagai 
rekening 
bank negara asing 
Dihukum atas tindak pidana        
penipuan dengan pidana 
penjara 10 tahun dan denda 
sebesar $15.000 dolar 
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kepada investor dari 
modal awal investor 
yang baru bergabung 
Tindakan penipuan dengan 
skema ponzi dan pencucian 
uang berdasarkan The 
Thailand Penal Code dengan 
hukuman penjara 6 tahun 6 




Berdasarkan tabel perbandingan penyelesaian sengketa praktik money 
game dengan skema ponzi di Amerika Serikat, Singapura dan Thailand telah 
melarang secara tegas praktik money game dengan skema ponzi, dibuktikan 
dengan seriusnya negara dalam memberikan hukuman pidana yang berat dan 
denda yang besar bagi setiap orang yang melakukannya, agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatannya. Sayangnya Indonesia masih mengandalkan KUHP 
peninggalan belanda dengan ancaman pidana yang tergolong rendah maksimal 5 
tahun. Selaras dengan ancaman pidana yang termuat dalam Undang-Undang 
ITE yang hanya memberikan sanksi pidana pernjara maksimal selama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Sanksi pidana dalam kedua 
substansi hukum tersebut masih tergolong rendah mengingat Tiktok E-Cash 
telah melakukan penipuan kepada 500.000 pengguna yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia. 
Namun demikian, tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif sejatinya 
merupakan pemberian pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan 
bukan untuk membalas kejahatannya melainkan untuk menjaga ketertiban 
umum. Sehingga, setiap orang yang kejahatan yang merugikan terhadap masyara-
kat harus dihukum tidak boleh dibiarkan, karena kejahatan merupakan suatu 
tindak pidana yang membutuhkan penyelesaian hukum. 
Penyelesaian sengketa investasi ilegal yang dilakukan Tiktok E-Cash 
seringkali menimbulkan dua pemahaman yang berbeda, sebagian orang ber-
pendapat bahwa sengketa Tiktok E-Cash dapat diselesaikan melalui proses 
keperdataan karena menyangkut kegiatan investasi yang umumnya bertujuan 
untuk memperoleh keuntungan (profit), kegiatan investasi tergolong dalam 
aktivitas keperdataan karena memiliki hubungan hukum keperdataan yang me-
nyangkut kepentingan individu, meski kadangkala upaya untuk mendapatkat 
profit dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan merugikan pihak lainnya. 
Namun menurut analisis penulis, pada sengketa Tiktok E-Cash dapat diselesai-
kan melalui hukum pidana, karena jika dilihat dari aspek mens rea dan kerugian, 
Tiktok E-Cah memiliki niat jahat yang bermaksud untuk menguasai uang milik 
seluruh pengguna, tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan, sengaja melakukan 
perputaran uang agar perbuatan jahatnya tidak terlihat atau tersamarkan dan 
pada akhirnya seluruh pengguna mengalami kerugian karena kehilang modal 
awal dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan. Sehingga, tindakan yang 
dilakukan Tiktok E-Cash merupakan perbuatan pidana, bukan lagi tergolong ke 
Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Elis 
Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi … 
 
113 
dalam perbuatan keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 bahwa untuk dapat menilai apakah 
wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat 
apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk atau tidak, karena perjanjian 
yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain 
bukanlah wanprestasi (perdata) melainkan tindakan penipuan (pidana).31 Pada 
praktiknya hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana memanglah sulit 
dibedakan, seperti dalam sengketa Tiktok E-Cash, terdapat perbuatan perdata 
yang melahirkan unsur pidana. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang bertugas dalam 
pengembangan praktik dan pengawasan keuangan di Indonesia, memiliki peran 
penting dalam penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan yang sedang 
berkembang saat ini di Indonesia seperti investasi ilegal Tiktok E-Cash. 
Dalam penyelesaian sengketa Tiktok E-Cash, OJK memberikan perlindu-
ngan hukum bagi para investor yang menjadi korban dalam investasi ilegal 
Tiktok E-Cash, Pasal 29 (c) Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK bertugas menangani 
pengaduan dari pengguna atau korban yang dirugikan oleh pelaku sektor jasa 
keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yag berlaku.32 Sehingga, penye-
lesaian sengketa terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam investasi 
ilegal pada aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia dapat diselesaikan melalui dua 
cara, yaitu melalui litigasi yang diselesaikan melalui pengadilan maupun non 
litigasi yang diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa Tiktok E-Cash 
dapat diselesaikan melalui litigasi karena tindakan yang dilakukan Tiktok E-Cash 
telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP 
dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang ITE, sehingga para korban dapat melakukan pengaduan melalui 
Kepolisian atas tindakan penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam 
transaksi elektronik. Namun, upaya non litigasi juga dapat ditempuh dengan 
melakukan pengaduan kepada OJK. 
 
Kesimpulan 
Penegakan hukum terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam 
investasi ilegal Tiktok E-Cash dapat dilakukan melalui tiga komponen penegakan 
hukum. Pertama, substansi Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang ITE. Kedua, struktur hukum dengan menindaklanjuti laporan terkait 
                                                     
31  Tersedia di Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018, https:// 
putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e7313635393133.html
/[diakses pada 9 Agustus 2021 Pukul 21:19 WIB] 
32  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Praktik money game 
dilarang karena menggunakan berbagai skema, seperti skema ponzi, skema piramida dan MLM 
palsu.  
Jurnal Pemuliaan Hukum 
Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), pp. 95-116, doi: 10.30999/jph.v3i2.1442 
 
114 
tindak pidana penipuan yang dilakukan Tiktok E-Cash dan melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait penipuan dalam investasi ilegal yang menerapkan 
money game dengan skema ponzi. Ketiga, mengubah budaya hukum masyarakat 
agar tidak mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah, dalam waktu yang 
singkat dan proses yang cepat tanpa risiko. Penyelesaian sengketa terhadap 
praktik money game dalam investasi ilegal Tiktok E-Cash dapat dilakukan melalui 
pengaduan kepada OJK atau melakukan pengaduan melalui Kepolisian atas 
tindakan penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik. 
 
Saran 
Penegakan hukum dalam sengketa Tiktok E-Cash masih memiliki hamba-
tan khususnya dalam substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang terkait, diperlukan suatu materi hukum yang dapat 
memberikan sanksi yang tegas yang membuat pelaku jera, sehingga kedepannya 
pemerintah beserta para penegak hukum yang berwenang harus segera 
merumuskan dan mensahkan materi hukum terkait larangan praktik money 
game melalui Undang-Undang Anti Money Game, agar kedepannya praktik 
money game dengan skema ponzi dalam investasi ilegal tidak terus berkembang. 
Penyelesaian sengketa terhadap praktik money game di Indonesia seringkali tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan kerjasama yang aktif antara 
pemerintah, penegak hukum, OJK dan masyarakat dalam menindaklanjuti setiap 
laporan kerugian yang diakibatkan oleh praktik money game. 
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